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I. Pendahuluan

Masalah ketidakmerataan dalam pembangunan wilayah adalah
masalah historis yang dihadapi oleh setiap negara mulai dari
aras kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan bahkan
global. Dunia belahan selatan dianggap lebih tertinggal daripada
belahan utara. Beberapa negara seperti USA, China, dan Thailand
menghadapi permasalahan yang berkebalikan dengan Indonesia:
pembangunan wilayah bagian barat lebih tertinggal dibandingkan
dengan bagian timur. Pulau Jawa bagian selatan secara umum
lebih tertinggal dibandingkan daerah utara, atau kawasan pantai
timur Sumatera yang lebih maju daripada kawasan pantai barat.
Pada tingkat kabupaten misalnya, wilayah barat Kabupaten
Bogor memiliki pertumbuhan baik ekonomi dan kesejahteraan
(diindikasikan tingkat pengangguran dan kemiskinan) yang lebih
buruk dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bogor bagian
tengah dan timur. Terjadinya fenomena tersebut dapat disebabkan
oleh faktor keterbukaan/akses terhadap luar wilayah yang sudah
berlangsung sejak lama. Ini menghasilkan ukuran pasar yang lebih
besar karena konsentrasi jumlah penduduk di wilayah yang lebih
maju tersebut; meskipun wilayah yang kurang berkembang tersebut

banyak yang lebih kaya dengan sumberdaya alam.

Perhatian pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah
sudahada. Sebagai contoh masalah tersebutsudah menjadibagian dari
Kondisi Umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
Fakta empirik dan beberapa studi menunjukkan ketimpangan antar
wilayah di Indonesia semakin mengemuka sejak pertengahan tahun

1995 sampai sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya,

| 1]



terutama sejak 2005 (Akita and Kawamura, 2002; Shankar and
Shah, 2003; Firdaus and Yusop, 2009; Kuntjoro, 2013). Dirasakan
pula, dengan wewenang Pemerintah Daerah yang semakin besar
sejak otonomi dan desentralisasi fiskal, terjadi ketimpangan yang
semakin signifikan antara rencana pembangunan di tingkat pusat
dengan implementasinya di tingkat daerah, khususnya kabupaten
dan kota.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata
menempati peringkat teratas (baca: terburuk) bila diambil
perbandingan dengan beberapa negara baik maju maupun
berkembang. Lessmann (2011), seorang profesor muda dari Jerman
bahkan memberikan catatan bahwa Indonesia adalah outlier, karena
memiliki CV'pendapatan wilayah yang melewati angka 1 untuk data
periode 2004-2008. Setelah dihitung kembali dengan menggunakan
periode dan sumber data yang sama (BPS), diperoleh CV pendapatan
wilayah yang lebih rendah untuk Indonesia yaitu 0,97; namun
tetap tertinggi dibandingkan negara lain, termasuk Thailand dan
China yang dikenal buruk dalam pemerataan pembangunan antar
wilayahnya. Bila perhitungan ditarik ke belakang, yaitu data 1980-
2011, tetap diperoleh angka CV tertinggi untuk Indonesia yaitu
sebesar 0,93. Pada tahun 2011, rasio PDRB per kapita rata-rata
provinsi di Jawa masih lebih dari 300 persen PDRB per kapita rata-

rata provinsi di Sulawesi, Nusatenggara dan Maluku.

'CV, coeflicient of variation: salah satu ukuran untuk melihat seberapa besar variasi
dari pengamatan. Diperoleh dari rasio simpangan baku terhadap rata-rata. Semakin
tinggi nilai CV, berarti pengamatan semakin bervariasi. Dalam studinya Lessemann
menemukan untuk data 2004 s.d. 2008 (pasca otonomi daerah), CV produk domestik
regional bruto (PDRB) antar wilayah di Indonesia sebesar 1,23; sedangkan Thailand
dan China masing-masing 0,88 dan 0,68. Nilai CV terendah diperoleh a.l. untuk
Korea Selatan, Selandia Baru, Denmark dan Swedia yang berkisar antara 0,09 - 0,11.
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Mazhab neoklasik memprediksi secara lambat laun ketimpangan
dalam pembangunan antar wilayah akan hilang dengan sendirinya.
Prediksi ini beranjak dari anggapan bahwa wilayah yang kurang
berkembang memiliki rasio modal terhadap tenaga kerja yang lebih
rendah, sehingga produktivitas marginal dari investasi setiap satuan
modal lebih tinggi di wilayah yang kurang berkembang. Akibatnya
akan terjadi proses cazch-up dari wilayah yang kurang berkembang
terhadap wilayah maju.Teori yang berkembang sesudahnya seperti
cumulative causation, new economic geography mempunyai prediksi
sebaliknya atau bersifat situasional. Mazhab neoklasik dianggap
mengabaikan hambatan fisik dan sosial dari mobilitas produksi serta
adanya efisiensi karena aglomerasi (penghematan, baik yang bersifat
internal maupun eksternal). Akibatnya yang terjadi adalah: poor
regions become poorer, dan riches become richer. Studi oleh Firdaus
dan Yusop (2009) untuk kasus bagaimana wilayah bagian Timur
Indonesia dapat mengejar kemajuan ekonomi wilayah bagian Barat,
menemukan selama pembangunan ekonomi pasca dimulainya
industrialisasi, proses catch-up terjadi, namun dengan laju yang
sangat pelan; hanya sebesar 0,29 persen. Ini berarti diperlukan
sekitar 200 tahun agar wilayah Timur Indonesia dapat mengejar

kemajuan wilayah Barat; bila dibiarkan secara alamiah.

Salah satu faktor yang dianggap dapat memutuskan lingkaran
setan kesenjangan pembangunan antar wilayah adalah investasi.
Data realisasi investasi, baik asing maupun domestik di Indonesia
menunjukkan distribusi yang sangat timpang. Jawa dan Sumatera
mendominasi perolehan realisasi investasi selama kurun waktu
1983-2003; semakin timpang di tahun 2004, dan mulai berkurang
di tahun 2012. Terjadinya perubahan sebaran khususnya investasi
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asing di tahun 2012 (ke Kalimantan dan Sulawesi), diperoleh
terutama dari sektor pertambangan/energi, yang bersifat tidak
terbarukan. Nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan tersebut bisa
jadi tidak men-generate kapasitas lokal, yang seyogianya menjadi

tujuan pembangunan wilayah.

Tabel 1 Sebaran Realisasi Nilai Investasi Asing (PMA) dan Domestik
(PMDN) di Indonesia (%)

Wilayah 1983-2003 2004 2012
PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN
Sumatera 21,4 20,9 20,4 9,0 15,2 15,5
Jawa 61,6 51,9 683 555 556 57,2
Kalimantan 5,5 11,4 8,3 30,1 13,1 18,2
Sulawesi 3,4 7,4 0,5 0,6 6,1 5,3

Bali-Nusatenggara 3,1 2,5 2,4 1,4 4,6 3,4
Maluku-Papua 4,9 5,8 0,1 3,2 5,4 0,5
Total 100 100 100 100 100 100

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (2013)

Kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah diIndonesia tentu
tidak dibiarkan begitu saja oleh para pengambil kebijakan. Kebijakan
otonomi daerah pada awal 2000-an, diikuti dengan desentralisasi
fiskal, menjadi momentum yang diharapkan dapat meminimalisir
kesenjangan. Pada tahun 2011, SBY telah mencanangkan peta jalan
2011-2025 untuk perluasan pembangunan ekonomi Indonesia
(MP3EI), yang diharapkan mempercepat tuntasnya masalah
kesenjangan pembangunan antar wilayah. Makalah ini membahas
tentang bagaimana fenomena ketimpangan pembangunan wilayah
di Indonesia, serta apa saja strategi inisiatif untuk menyempurnakan
berbagai program pemerintah.
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2. Landasan Pemikiran

2.1 Makna Pembangunan Wilayah untuk Negara
Berkembang

Dalam ilmu ekonomi, pembangunan wilayah (tingkat meso),
dibicarakan secara panjang lebar dalam bidang ekonomi regional.
Dari berbagai pendapat, dapat diringkas ekonomi regional adalah
bidang ilmu yang mempelajari perekonomian suatu wilayah yang
lebih kecil dari negara dengan menggunakan landasan ilmu antara
lain: mikroekonomi, makroekonomidan perdagangan internasional.
Pasca 1990-an setelah Paul Krugman dan Michael Porter banyak
mempublikasikan artikel tentang dayasaing, ilmu ekonomi regional
semakin kuat landasannya dalam mengawinkan antara space dan
economy. Beberapa pakar membedakan dengan sangat jelas antara
urban dan regional economics (Armstrong dan Taylor, 2000; Mc
Cann, 2001; Capello, 2007). Urban economics lebih cenderung
mempelajari ekonomi dalam kesatuan kota sebagai single city;
sebaliknya ekonomi regional membahas ekonomi dalam area
yang lebih luas dari sebuah kota, bahkan pada saat tertentu dapat
bersifat lintas batas negara (contoh: kawasan industri penerbangan
di Seattle; kawasan industri Sijori). Ekonomi regional selain
membahas pilihan lokasi industri dan aglomerasi, juga mencakup
keterkaitan pembangunan antar wilayah, khususnya perdesaan
dengan perkotaan. Pasca pertengahan 1990-an, peran penting
inovasi, infrastruktur dan jejaring banyak mewarnai tulisan/diskusi
tentang dayasaing suatu wilayah. Dengan demikian pengembangan
keilmuan ekonomi regional sangat penting bagi perekonomian
Indonesia, khususnya dalam bidang pembangunan pertanian dan

perdesaan.
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Hasil dari evolusi keilmuan ekonomi regional, fokus begeser
dari teori lokasi ke bagaimana wilayah dapat mengalokasikan
sumberdaya dengan cara yang paling efisien. Secara ringkas, kerangka
pembangunan wilayah adalah bagaimana proses pembangunan dapat
mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat meningkatkan kapasitas
lokal. Meskipun perubahan kapasitas tersebut secara mudah dapat
diukur dengan pendapatan (produk domestik regional bruto/
PDRB) per kapita, namun ukuran tersebut tidak dapat bersifat
tunggal, karena mengandung beberapa kelemahan. Sehingga dalam
mengevaluasi keberhasilan pembangunan wilayah, meningkatnya
kapasitas lokal (baca: masyarakat setempat) hendaknya yang
menjadi indikator utama, bukan hanya berapa besar nilai tambah
proses produksi yang dihasilkan; yang bisa jadi mengalir ke pihak-
pihak di luar wilayah itu sendiri. Peningkatan kapasitas lokal dapat
diindikasikan antaralain menurunnya tingkat pengangguran, jumlah
penduduk miskin serta indikasi peningkatan kualitas konsumsi
masyarakat, baik konsumsi pangan, pendidikan dan kesehatan.
Ukuran tersebut juga harus disertai dengan kemerataan, bukan

terpusat pada beberapa orang atau golongan masyarakat saja.

2.2 Tesis Williamson dan Lingkaran Setan dalam
Pembangunan Wilayah

Fenomena hubungan antara perkembangan ketimpangan
antar wilayah dengan pembangunan ekonomi di suatu negara
dikemukakan dengan baik oleh Williamson pada pertengahan 1960-
an. Pada periode awal pembangunan, ekonomi terkosentrasi di satu
atau sedikit pusat pertumbuhan negara tersebut. Sejalan dengan

meningkatnya ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi menyebar ke
g y p p y
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daerah-daerah lain yang menjadi pemasok sumberdaya. Hubungan
ini diilustrasikan oleh kurva dengan bentuk huruf U terbalik
(Williamson, 1965).

Menurunnya ketimpangan antar wilayah di tahap lebih lanjut

didukung beberapa faktor seperti:

1. Peningkatan permintaan tenaga kerja di daerah yang kurang

berkembang (upah lebih rendah).

2. Semakin berkurangnya dayatarik pusat pertumbuhan awal
untuk aktivitas produksi (investasi) akibat kejenuhan pasar dan

congestion.

3. Perkembangan infrastruktur sebagai wujud keberpihakan
pengambil kebijakan terhadap pembangunan di wilayah yang
kurang berkembang.

Bila beberapa faktor di atas tidak terpenuhi, bisa jadi ketimpangan
antar wilayah terus melebar. Untuk kasus di Indonesia dimana
pertumbuhan ekonomi bertumpu pada permintaan domestik
(Bank Indonesia, 2012; Oberman ezt 2/. 2012), aktivitas ekonomi
akan terus mengejar pasar yang besar. Dalam pengalokasian
sumberdaya, akhirnya yang sering menjadi basis pertimbangan
seberapa dekat produk ke konsumen (contoh: pengembangan
hilirisasi produk perkebunan seperti kelapa sawit dan tebu di Jawa).
Ini mengakibatkan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah yang

kurang berkembang masih belum begitu terasa.

Wilayah yang kurang berkembang dapat terperangkap dalam
jebakan lingkaran setan (vicious circle of regional underdevelopment).

Masyarakatdiwilayahyangkurangberkembang memilikipendapatan
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yang rendah, berakibat dayabeli dan tingkat tabungan yang rendah.
Masing-masing akan menyebabkan terbatasnya cadangan modal
dan ukuran pasar yang kecil, berakibat rendahnya produktivitas di
wilayah tersebut. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya

pendapatan masyarakat dan seterusnya.

Low
productivity

>

Low

/ savings

\- Lo

Sumber: Capello, 2007

Gambar 1 Lingkaran setan dalam pembangunan wilayah

2.3 Teori Konvergensi Pembangunan dan Metode
Ekonometrika Data Panel

Secara teoretis, prediksi terhadap keberhasilan wilayah yang kurang
berkembang mengejar kemajuan ekonomi wilayah lainnya telah
menjadi batu loncatan perkembangan ilmu ekonomi regional. Bila
wilayah yang kurang maju berhasil mengejar ketertinggalannya
terthadap wilayah yang lebih dulu berkembang dikatakan
terjadi proses konvergensi. Sebaliknya bila wilayah yang kurang
berkembang semakin tertinggal dari wilayah yang lebih dulu maju,
terjadi divergensi. Sejak pertengahan tahun 1950-an sampai awal
1990-an, berkembang berbagai aliran pemikiran tentang prediksi

konvergensi/divergensi, sebagaimana tertuang pada Tabel 2, yang
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disusun secara berurut dimulai dengan prediksi Neoklasik yang

dimotori oleh Robert Solow.

Tabel 2 Ringkasan Teori Terkait dengan Prediksi Konvergensi/

Divergensi

Prediksi Proses Konvergensi

Teori X . Tokoh
atau Divergensi
Neoklasik Konvergensi Solow
Cumukz.twe Divergensi Myrdal, Kaldor
causation

Pertumbuhan Konvergensi/divergensi tergantung
endogenous pada modal fisik/SDM
Konvergensi/divergensi tergantung
pada ekspektasi ke belakang dan Krugman
ke depan

Romer, Lucas

New economic

geography

Secara empirik pengukuran terhadap proses konvergensi dilakukan
awalnya pada sekelompok negara, negara bagian dan provinsi yang
memiliki kemajuan ekonomi tidak terlalu berbeda; seperti yang
dilakukan oleh Baumol (1986); Dowrick and Nguyen (1989); Barro
(1991), Barro dan Martin (1991); Barro et al. (1992) dan Martin
(1996) untuk kasus negara OECD, antar negara bagian di AS dan
antar provinsi di Canada. Teknik pengukuran yang digunakan
mengikuti perkembangan metode estimasi ekonometrika. Pada
periode tersebut para penulisumumnya menggunakan regresi dengan
data kerat lintang. Untuk kasus provinsi di Indonesia, pengukuran
dengan teknik ini digunakan oleh Garcia dan Soelistinaingsih (1998).
Melewati pertengahan 1990-an, pengukuran banyak dilakukan
dengan data deret waktu seperti oleh Bernard and Durlauf (1995);
St Aubyn (1999).
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Mulai awal 2000-an sampai saat ini pengukuran konvergensi
antar wilayah dalam negara banyak menggunakan model data
panel, antara lain oleh Yudong dan Weeks (2000); Azzoni (2000);
Badinger (2002); Gezici dan Hewings (2004) serta Firdaus dan
Yusop (2009). Sesuai dengan perkembangannya, pendekatan yang
awalnya menggunakan data panel statik dianggap tidak lagi valid,
karena proses konvergensi yang bersifat dinamik. Periode 2000-
an ditandai dengan berkembangnya metode data panel dan spatial
econometrics dalam studi ekonomi regional. Dalam membandingkan
kemajuan ekonomi antar wilayah, studi-studi tersebut menggunakan
ukuran capaian produktivitas. Indikator ini lazimnya didekati
dengan berapa nilai produksi per tenaga kerja atau penduduk;
dikenal dengan PDRB per kapita. Ukuran lain yang juga dapat
merepresentasikan ekonomi wilayah adalah konsumsi per kapita
dan pendapatan rumahtangga (Li dan Xu, 2008). Kedua ukuran
terakhir dianggap lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan
masyarakat lokal. Indikator lain seperti tingkat pengangguran dan
kemiskinan hendaknya sangat dipertimbangkan dalam mengevaluasi

keberhasilan pembangunan wilayah.
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3. Fakta Empirik Ketimpangan
Pembangunan Wilayah Indonesia

3.1 Ketimpangan antar Wilayah dari Berbagai
Indikator Kemajuan Ekonomi

Tabel 3 berisi kompilasi perkembangan ketimpangan pembangunan
antar wlayah di Indonesia dengan menggunakan berbagai indikator
kemajuan ekonomi. Nilai CV sepuluh indikator kemajuan ekononi
wilayah tahun 1996, 2004 dan 2011 ditampilkan; baik untuk
perbandingan di setiap koridor ekonomi MP3EI* maupun nasional.
Perbandingan tiga tahun tersebut diharapkan dapat memberikan
gambaran kondisi sebelum reformasi, periode awal desentralisasi
fiskal dan kondisi terkini setelah beberapa tahun kebijakan

desentralisasi fiskal berjalan.

“Bali, Nusatenggara (NT), Maluku dan Paua dalam tulisan ini digabung
dalam satu koridor ekonomi. Beberapa studi ekonomi regional di Indonesia
(Resosudarmo, 2009 dan Sakamoto, 2013) menggabungkan Bali dengan
Jawa, sedangkan Nusatenggara digabung dengan Maluku dan Papua. Bila Bali
digabung dengan Jawa,CV PDRB per kapita naik dari 0,52 dan 071 (saat NT-
Maluku-Papua digabung dengan Bali) menjadi 0,57 dan 0,81 (analisis (2004
dan 2011 pada Tabel 2) . Dengan alasan ini maka lebih tepat Bali digabung
dengan NT-Maluku-Papua, yang merupakan gabungan dua koridor ekonomi
pada MP3EL

[11]



Tabel 3 Ketimpangan antar wilayah indikator kemajuan ekonomi
di setiap koridor ekonomi tahun 1996, 2004 dan 2011

. . (6)%
Koridor Indikator 1996 2004 2011
Indonesia ~ PDRB per Kapita 0,97 0,98 0,94

Pangsa Manufaktur terhadap PDRB 0,58 0,80 0,81
Pangsa Pertambangan terhadap PDRB 1,58 1,36 1,34

Produktivitas Pertanian 0,79 0,52 0,41
Produktivitas Manufaktur 1,15 1,31 1,89
Infrastrukeur 0,54 0,49 0,44
Penanaman Modal Asing 3,31 2,85 1,18
Kemiskinan 0,45 0,51 0,55
Pengangguran 0,43 0,34 0,46
Indeks Pembangunan Manusia 0,05 0,05 0,04
Sumatera PDRB per Kapita 0,62 0,65 0,57

Pangsa Manufaktur terhadap PDRB 0,43 0,69 0,73
Pangsa Pertambangan terhadap PDRB 1,30 1,06 1,19

Produktivitas Pertanian 0,32 0,46 0,38
Produktivitas Manufaktur 0,71 0,63 1,81
Infrasturukeur 0,39 0,46 0,25
Penanaman Modal Asing 1,64 1,58 1,05
Kemiskinan 0,22 0,39 0,44
Pengangguran 0,25 0,28 0,31
Indeks Pembangunan Manusia 0,02 0,02 0,02
Jawa PDRB per Kapita 0,89 1,06 1,12

Pangsa Manufaktur terhadap PDRB 0,34 0,49 0,50
Pangsa Pertambangan terhadap PDRB 0,95 0,98 0,84

Produktivitas Pertanian 0,14 0,45 0,19
Produktivitas Manufaktur 0,42 0,58 0,68
Infrastruktur 0,08 0,12 0,50
Penanaman Modal Asing 1,24 1,12 0,98
Kemiskinan 0,44 0,52 0,46
Pengangguran 0,46 0,38 0,48
Indeks Pembangunan Manusia 0,06 0,05 0,04
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Tabel 3 Ketimpangan antar wilayah indikator kemajuan ekonomi

di setiap koridor ekonomi (Lanjutan)

CV
Kori Indikas
oridor n tor 1996 2004 2011
Kalimantan = PDRB per Kapita 0,78 1,05 0,93

Pangsa Manufaktur terhadap PDRB 0,42 0,62 0,53
Pangsa Pertambangan terhadap PDRB 1,21 1,06 0,91

Produktivitas Pertanian 0,51 0,59 0,42
Produktivitas Manufaktur 1,15 1,29 1,25
Infrastruktur 0,54 0,39 0,40
Penanaman Modal Asing 1,83 1,99 0,54
Kemiskinan 0,38 0,24 0,18
Pengangguran 0,51 0,28 0,59
Indeks Pembangunan Manusia 0,06 0,05 0,05
Sulawesi PDRB per Kapita 0,32 0,32 0,32

Pangsa Manufaktur terhadap PDRB 0,28 0.30 0,28
Pangsa Pertambangan terhadap PDRB 0,26 0,91 0,64

Produktivitas Pertanian 0,24 0,28 0,26
Produktivitas Manufaktur 0,42 0,65 0,47
Infrastrukeur 0,60 0,63 0,34
Penanaman Modal Asing 1,15 1,88 1,40
Kemiskinan 0,45 0,38 0,35
Pengangguran 0,52 0,28 0,42
Indeks Pembangunan Manusia 0,04 0,05 0,03
NT-Maluku- o per Kapita 0,63 052 0,71
Papua

Pangsa Manufaktur terhadap PDRB 0,85 0,74 1,26
Pangsa Pertambangan terhadap PDRB 1,74 1,27 1,65

Produktivitas Pertanian 0,28 0,46 0,57
Produktivitas Manufaktur 1,00 1,46 2,13
Infrastrukeur 0,51 0,60 0,54
Penanaman Modal Asing 2,23 1,27 1,05
Kemiskinan 0,43 0,48 0,51
Pengangguran 0,27 0,35 0,47
Indeks Pembangunan Manusia 0,09 0,06 0,04
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Berbagai indikator ketimpangan ekonomi pada Tabel 3
menunjukkan beberapa indikasi. Pertama, tingkat ketimpangan
antar wilayah tidak dapat dilihat secara agregat/nasional saja. Derajat
ketimpangan antar provinsi di dalam koridor ekonomi berbeda-
beda. Ketimpangan PDRB per kapita tertinggi di Pulau Jawa,
berikutnya di Kalimantan. Sulawesi memiliki ketimpangan PDRB
per kapita yang rendah. Tingginya CV PDRB per kapita di Jawa dan
Kalimantan mengindikasikan pembangunan lebih terkonsentrasi di
beberapa wilayah saja, terutama di DKI Jakarta dan Kalimantan
Timur. Untuk Sulawesi, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
masih tinggi, yaitu rata-rata 31,2 persen tahun 2011; sedangkan
kontribusi industri pengolahan masih rendah yaitu rata-rata 8,8
persen pada tahun yang sama. Hal ini diduga menjadi penyebab
relatif meratanya PDRB per kapita antar provinsi di pulau tersebut.
Bila dilihat perkembangan antar tahun, ketimpangan PDRB per
kapita terutama di Jawa semakin parah. Untuk antar provinsi di
Kalimantan, ketimpangan PDRB per kapita meningkat dari tahun
1996 ke 2004 lalu turun pada tahun 2011.

PDRB per kapita sering menjadi target utama pembangunan
nasional atau wilayah. Padahal ukuran ini masih mengandung
kelemahan dalam menggambarkan distribusi pendapatan atau
kesejahteraan masyarakat lokal. Analisis korelasi PDRB per kapita
dengan sembilan indikator, secara konsisten pada tahun 1996, 2004
dan 2011, menunjukkan hanya dua indikator yang berkorelasi kuat
dengan PDRB per kapita, yaitu produktivitas pertanian (> 0,9) dan
penanaman modal asing (> 0,5). Koefisien korelasi PDRB per kapita
dengan indikator infrastruktur mendekati 0,5. Artinya memang

tidak secara otomatis jika ada peningkatan PDRB per kapita berarti
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pengangguran dan kemiskinan turun atau IPM membaik. Untuk
itu perlu dilihat pula bagaimana keparahan ketimpangan antar

wilayah dari indikator selain PDRB per kapita.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah juga dapat dilihat dari tren
pangsa sektor industri pengolahan (manufaktur) terhadap total
produksi barang dan jasa. Dari tahun 1996 ke 2011 ketimpangan
antar wilayah dari indikator ini cenderung meningkat, baik di tingkat
nasional, dan terutama di Sumatera dan Bali-NT-Maluku-Papua.
Untuk Jawa, pangsa industri relatif lebih merata antar provinsi
karena lokasi industri pengolahan yang menyebar ke berbagai
provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur), yang
rata-rata pada tahun 2011 sudah mencapi hampir 30 persen; diikuti
Sumatera sekitar 17 persen dan pulau-pulau lain kurang dari 12
persen. Peningkatan ketimpangan dari pangsa sektor manufaktur
menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah di Indonesia
memasuki fase menuju titik maksimum dari kurva U Wiliamson.
Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena
pada rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen MP3EI,
pengembangan industri pengolahan terutama industri yang terkait
dengan teknologi tinggi (high-tech industry) hanya difokuskan di
Pulau Jawa. Pengalaman China membangun daerah yang saat ini
menjadi pemasok komponen komputer dan elektronik terbesar di
dunia yaitu Dongguan patut ditiru. Pada tahun 1978 tempat itu
merupakan desa pertanian hingga terus beraglomerasi hingga saat
ini menjadi kota metropolitan industri, dengan jumlah penduduk
lebih dari10 juta jiwa.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di suatu negara biasanya

disebabkan faktor sumberdaya alam, seperti minyak, gas, batubara
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dan bahan logam mulia. Dari indikator pangsa pertambangan
terhadap total produksi barang dan jasa, ketimpangan secara umum
menurun dari tahun 1996 ke 2011 baik di nasional maupun setiap
koridor. Beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan melakukan
eksplorasi baru bahan tambang seperti emas dan batubara. Di
Kalimantan rata-rata pangsa sektor ini pada PDRB mencapai
hampir 20 persen (catatan: di Kalimantan Barat hanya 1,8% pada
tahun 2011). Nilai CV indikator ini meskipun demikian tetap
tinggi yaitu sebesar 1,34 untuk nasional pada tahun 2011. Hal ini
berkontribusi pada masih tingginya ketimpangan ekonomi antar

wilayah sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Produktivitas pertanian dan manufakeur, yang dalam hal ini
didefinisikan sebagai rasio nilai output terhadap jumlah pekerja,
menunjukkan perbedaan fenomena di setiap koridor dan tahun.
Ketimpangan produktivitas pertanian relatif berfluktuasi, meskipun
ada kecenderungan menurun dari tahun 1996 ke 2011. Dari nilai
CV, ketimpangan relatif rendah terutama di Sulawesi, Jawa dan
Sumatera. Untuk produktivitas manufaktur, ketimpangan antar
wilayah terus meningkat secara siginifikan, yang mengindikasikan
fenomenayangsamadengan ketimpangan pangsaindustri. Dalam hal
ini manufaktur juga mencakup industri pengolahan hasil tambang,
sechingga ketimpangan tinggi terjadi di koridor Bali-NT-Maluku-
Papua. Beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan
Timur memiliki produktivitas manufaktur masing-masing sepuluh
dan lima kali rata-rata nasional. Bila industri pengolahan bahan
tambang dikeluarkan, Jawa Barat dan Banten adalah dua provinsi
dapat dikatakan paling “industrious”. Sebaliknya di Sulawesi

ketimpangan kedua indikator ini relatif rendah. Ini disebabkan
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masih rendahnya produktivitas baik pertanian maupun manufaktur

secara relatif terhadap provinsi di pulau-pulau lainnya.

Tidak meratanya pembangunan infrastuktur sering dihipotesiskan
dalam berbagai studi sebagai penyebab ketimpangan ekonomi
antar wilayah selain sumberdaya alam. Ketimpangan pembangunan
infrastruktur mempunyai tren yang berbeda antar koridor. Di Jawa
ketimpangan meskipun relatif rendah, namun cenderung meningkat
dari tahun 1996 ke 2011. Wilayah lainnya menunjukkan fenomena
ketimpangan infrastruktur justru menurun. Terkait dengan peran
penyediaan infrastruktur, ketimpangan dari aspek penanaman
modal asing menunjukkan tren yang menurun secara konsisten
dan signifikan baik di nasional maupun setiap koridor. Meksipun
banyak yang memandang ketergantungan terhadap penanaman
modal asing bukan hal yang baik, namun perkembangan ekonomi
Indonesia menunjukkan pengalaman ketergantungan yang besar
pada investasi asing. Studi Firdaus dan Yusop (2009) membuktikan
hal ini, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Indikasi ketimpangan antar wilayah dari ketiga indikator
terakhir merupakan ukuran yang seharusnya juga menjadi target
utama pembangunan nasional. Ketimpangan kemiskinan, yang
didefinisikan sebagai rasio jumlah penduduk miskin terhadap total
penduduk menunjukkan tren yang berbeda di tingkat nasional
dengan koridor. Ketimpangan kemiskinan meningkat secara
keseluruhan, terutama di Sumatera, Jawa dan Bali-NT-Maluku-
Papua; namun menurun di Kalimantan dan Sulawesi. Hal ini tidak
sejalan dengan tren ketimpangan PDRB per kapita. Demikian
pula dengan tingkat pengangguran terbuka, dapat dikatakan tren

ketimpangan yang terjadi sama dengan kemiskinan.
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Untuk IPM, dari tahun 1996 ke 2011 cenderung terjadi penurunan
tingkat ketimpangan baik di tingkat nasional maupun di setiap
koridor. Di Sumatera, ketimpangan IPM sangat rendah. Nilai IPM
di Sumatera secara rata-rata lebih tinggi 0,01 poin daripada provinsi
di Jawa (termasuk DKI Jakarta). Rendahnya tingkat ketimpangan
IPM ini terutama karena membaiknya perkembangan pendidikan
(partisipasi angka sekolah). Nilai CV untuk penduduk yang sekolah
pada usia 19-24 tahun di tahun 2011 secara nasional sebesar
0,39. Rata-rata angka partisipasi terendah di Kalimantan, namun
persentasenya tersebar hampir merata antar provinsi. Untuk Jawa,
Sulawesi dan Bali-NT-Maluku-Papua rata-rata angka partisipasi
relatif tinggi dibandingkan Sumatera. Di Sumatera beberapa
provinsi seperti Bangka Belitung dan Kepulauan Riau persentase
penduduk yang sekolah pada usia 19-24 tahun hanya sekitar 8
persen, jauh berbeda dengan penduduk DI Yogyakarta yang lebih
dari 41 persen penduduk usia 19-24 tahun bersekolah; yang bisa
jadi karena besarnya jumlah pendatang yang kuliah di daerah ini.

3.2 Pembangunan Ekonomi Wilayah di Indonesia:
Kovergensi atau Divergensi?

Dasar pengambilan kebijakan yang baik adalah pengetahuan yang
akurat (knowledge-based), yang lazimnya berangkat dari kesimpulan
studi yang sahih. Sejalan dengan berkembangnya teknik estimasi
dalam ekonometrika pasca 1990-an, akurasi dalam pendugaan
seberapa cepat wilayah-wilayah kurang berkembang mengejar
kemajuan wilayah lainnya semakin diperbaiki. Studi empirik yang
dilakukan Firdaus dan Yusop (2009), Firdaus (2010) serta Firdaus ez
al. (2012), menunjukkan ketidaktepatan dalam pilihan pendekatan
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estimasi, akan dapat berakibat fatal dalam pengambilan kesimpulan
tentang proses pembangunan wilayah. Perbedaan konstruk yang
diajukan sebagai ukuran ketimpangan juga akan memberikan

kesimpulan yang berbeda.

Berdasarkan data empirik wilayah di Indonesia selama kurun
waktu 1983-2003, dilakukan pengukuran untuk mengetahui
apakah kemajuan ekonomi wilayah yang kurang berkembang
di Indonesia catch up terhadap wilayah yang lebih maju; bila iya,
berapa lama proses itu akan terjadi? Untuk menjawab persoalan
ini model ekonometrika dapat digunakan. Karena menggunakan
data panel beberapa hal harus dipertimbangkan’. Bila pengambil
kebijakan mendasarkan kesimpulan pada pendekatan estimasi yang
sangat awam, seperti ordinary least squares (OLS), akan diperoleh
kesimpulan bahwa proses cacth up tidak terjadi sama sekali (Tabel
3). Jika pendekatan estimasi diperbaiki dengan teknik yang lebih
belakangan berkembang, seperti fixed-effects dan random-effects model
(dua teknik ini yang lazimnya dikuasai oleh peneliti di Indonesia),
akan diperoleh kesimpulan yang sebenarnya lebih bias (Arellano,
1993; Bond, 1998 dan 2001). Dalam perkembangan ekonometrika
data panel sejak akhir 1990-an, diketahui bahwa kedua pendekatan
ini menghasilkan parameter dugaan yang bersifat bias ke atas atau bias
ke bawah (upward or downward biased), khususnya bila pendekatan
tersebut digunakan pada model dinamik seperti pengamatan proses

konvergensi/divergensi ekonomi antar wilayah.

3 Untuk  mengestimasi  kecepatan  konvergensi,  Firdaus dan  Yusop
(2009)  serta  Firdaus e 4l (2012) menggunakan  persamaan:
Iny, =ymlmy,+p s, +pym(n+g+35), +v;, Model ini
dikenal dengan model dinamik panel yang lazim digunakan dalam studi ilmu
ekonomi regional sejak tahun 2000-an.
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Tabel 4 menyediakan informasi parameter dugaan koefisien regresi
model data panel dinamik. Hasil tersebut dapat digunakan untuk
menyimpulkan apakah wilayah yang kurang maju ekonominya
catch up terhadap wilayah yang lebih dulu berkembang, sekaligus
untuk menghitung berapa lama proses tersebut terjadi (speed of
convergence). Lima teknik estimasi yang berbeda memberikan hasil
yang berbeda-beda. Nilai-nilai estimasi tersebut dapat dilihat sebagai
suatu kontinuum yang dimulai dengan pendugaan dari fixed-effects
model sebagai ujung kiri dan OLS di ujung kanan. Di antara
keduanya terdapat estimator yang memenuhi kriteria tidak bias,
sah dan efisien. Estimator yang digunakan adalah yang dihitung
dengan teknik generalized method of moments (GMM). Baik teknik
first=difference (FD-GMM) maupun system (Sys-GMM), keduanya
digunakan lalu dievaluasi mana yang menjadi estimator terbaik.
Estimator OLS memberikan kesimpulan proses carch up tidak
terjadi. Teknik fixed dan random-effects model menunjukkan proses
cacth up berlangsung cepat (kurang dari 20 tahun).

Tabel 4 Nilai Parameter Dugaan Koefisien Regresi untuk Model

Konvergensi
Estimator Pendekatan Estimasi
OLS Fixed @ Random FD-GMM Sys-GMM

Y 1,0006 0,8817 0,9619 0,5696 0,9971

B, 0,0112 0,0125 0,0055 -0,1741 0,0327

B, 0,0049 - 0,0626 0,0105 0,4812 -0,0200
Implied A NA 12,59 62,25 56,28 0,29
Sargan-stat 0,0013 0,0983
(P-value)
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Perhitungan dengan Sys-GMM yang dianggap sebagai estimator
terbaik, ternyata menujukkan nilai koefisien y yang merupakan
penentu kesimpulan berada di bawah satu (Tabel 3). Dari koefisien
tersebut diperoleh nilai implied A yang merupakan kecepatan
proses konvergensi, yaitu 0,29 persen. Nilai ini mengisyaratkan
bahwa proses cacth up akan terjadi, namun dalam periode yang
sangat lama yaitu sekitar 200 tahun. Ini berimplikasi, bila dibiarkan
secara alamiah, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah
di Indonesia akan terus terjadi dalam periode yang sangat lama.
Diperlukan suatu #rigger schingga proses catch up tersebut dapat
lebih cepat. Kesimpulan yang berbeda akan diperoleh estimator
yang dipilih adalah empat yang lainnya. Estimasi persamaan di
atas juga menunjukkan investasi yang berpengaruh posititf pada
percumbuhan ekonomi wilayah (kofisien B nilainya positif pada
hasil estimasi Sys-GMM).

Studikonvergensiantar kabupaten/kota di Pulau Jawa juga dilakukan
oleh Firdaus et al. (2012), dengan membandingkan keparahan
ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan dua jenis data,
yaitu PDRB dan pengeluaran rumahtangga. Ketimpangan PDRB
antar kabupaten/kota di Jawa (DKI Jakarta dikeluarkan) ternyata
tinggi, yang diindikasikan oleh nilai CV sebesar 0,95 pada tahun
2009. Bila menggunakan data pengeluaran rumahtangga, nilai
CV pada tahun yang sama diperoleh jauh lebih rendah yaitu 0,37.
Nilai CV juga bervariasi antar provinsi di Pulau Jawa. Provinsi
Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki CV PDRB dan
pengeluaran rumahtangga yang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa
Tengah dan DI Yogyakarta. Dari hasil pengujian dengan regresi,

diketahui perbedaan keparahan ketimpangan antar wilayah tersebut
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dipengaruhi terutama oleh perbedaan kualitas infrastrukeur (listrik,

air dan jalan) serta kemajuan ekonomi kabupaten/kota itu sendiri.

Aplikasi model data panel dinamik untuk mengamati proses
konvergensi menunjukkan hasil estimasi koefisien /zg pada PDRB
sebesar 1,27; yang berarti proses konvergensi tidak terjadi antar
wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Jika menggunakan data
pengeluaran rumahtangga, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,34,
yang menunjukkan proses konvergensi antar wilayah terjadi secara
cepat. Perbedaan kesimpulan dengan mengunakan indikator yang
berbeda ini mengindikasikan antara lain bahwa aktivitas produksi di
daerah-daerah di Jawa nilai tambahnya tidak kembali ke masyarakat
lokal, melainkan dikirim ke luar daerah seperti Jakarta bahkan luar

negeri (perusahan milik asing).

3.3 Ketimpangan Investasi antar Wilayah di
Indonesia

Dalam pembangunan wilayah, investasi penting untuk
meningkatkan ketersediaan cadangan modal. Investasi asing
dipandang signifikan karena akan memfasilitasi terjadinya transfer
teknologi. Tinggi rendahnya investasi di suatu wilayah dipengaruhi
selain kebijakan yang ada, juga beberapa faktor baik dari sisi
penawaran maupun permintaan. Ini dikenal dengan kerangka
OLI (ownership, location and internallly), yang dikemukakan oleh
Dunning (1981).
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| Kebijakan Investasi |

SISI SISI
PENAWARAN PERMINTAAN
Infrastruktur _'I INVESTASI +_ Ukuran Pasar
SDM Kemajuan Ekonomi

Kemajuan 1
Teknologi

—I Pendapatan Wilayah }—

Gambar 2. Determinan Investasi dan Kaitannya dengan

Pembangunan Wilayah

Bila dirumuskan secara empirik untuk kasus Indonesia, faktor-
faktor yang mempengaruhi dari sisi suplai adalah infrastrukcur dan
kualitas sumberdaya manusia (pendidikan). Dari sisi permintaan,
ukuran pasar (PDRB) dan tingkat kemajuan ekonomi suatu wilayah
(pangsa pertanian terhadap PDRB dan keterbukaan perdagangan)
akan mempengaruhi arus investasi yang masuk. Masing-masing
faktor tersebut sudah diamati secara terpisah dalam berbagai
studi di negara lain seperti oleh Kumar and Chadee (2002),
Cheng dan Kwan (2000), Demurger (2001), Globerman (2002)
dan Guimaraes (2000). Untuk membuktikan hal ini dilakukan
pengujian dengan menggunakan model data panel dinamik seperti
pada kasus konvergensi, untuk keseluruhan faktor secara simultan.
Hasil estimasi dengan Sys-GMM menunjukkan koefisien /ag
dari variabel dependen yang tidak bias karena berada di antara
estimator OLS dan fixed-effects model. Bila diurutkan berdasarkan
besarnya pengaruh berbagai faktor terhadap arus investasi ke suatu
wilayah, diperoleh hasil secara dari yang terbesar: (1) ukuran pasar;

(2) tingkat kemajuan ekonomi; (3) infrastrukeur dan (4) kualitas
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SDM. Kebijakan investasi juga berpengaruh, tapi dalam model
ini merupakan variabel dummy. Temuan ini bermakna antara lain
investasi akan cenderung datang ke wilayah-wlayah yang sudah
lebih dulu maju, dengan infrastruktur yang baik dan kualitas SDM
yang memadai. Dengan temuan dari studi konvergensi bahwa
investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
wilayah, maka bila dibiarkan saja secara alamiah, kemajuan ekonomi
beberapa wilayah di Indonesia akan terus meningggalkan wilayah-
wilayah lain kurang berkembang. Akibatnya, ketimpangan antar

wilayah terus terjadi, bahkan cenderung melebar.

Pemerintah mencanangkan MP3EIl pada tahun 2011. Program
ini membagi wilayah Indonesia menjadi enam koridor ekonomi.
Setiap koridor memiliki basis sektor/komoditas pengembangan,
mencakup pertambangan/energi, pertanian termasuk perkebunan,
industri pengolahan serta jasa pariwisata. Dengan basis keungulan
komparatif wilayah, diharapkan terjadi konektivitas antar koridor
yang akan mendorong investasi sehingga dapat mempercepat laju
pembangunan ekonomi di masing-masing koridor itu sendiri.
Dari sisi upaya peningkatan konektivitas, program MP3EI dapat
dianggap ide yang brilian. Beberapa kelemahan patut menjadi

masukan dalam pelaksanaan program ini ke depan.

Ukuran keberhasilan program MP3EI terbatas pada peningkatan
PDB/PDRB yang belum tentu mencerminkan kesejahteraan
masayarakatlokal. Sasaran utama program MP3EI adalah menaikkan
PDB per kapita Indonesia 5 kali lipat dari tahun 2011 ke 2025. Bisa
jadi ini tercapai karena rataan PDRB provinsi di Jawa dan luar Jawa.
Keberpihakan program untuk wilayah yang kurang maju masih

dipertanyakan. Indikasi alokasi investasi masih besar untuk wilayah
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Barat. Data dari Strategic Asia (2012) menunjukkan nilai investasi
proyek di Jawa dan Sumatera sekitar Rp 234 Triliun, lebih dari dua
kali nilai investasi proyek di dua koridor yang paling tertinggal (Bali-
NT serta Maluku-Papua). Sektor ekonomi yang dikembangkan di
luar Jawa adalah sektor primer, yang menyebabkan wilayah-wilayah
di zona tersebut terus berada pada tahap specialization atau menuju
transformation; tidak beranjak maju ke tahap diversification (hilirisasi
dengan berbagai produk turunan industri pengolahan). Penting pula
dipertimbangkan, ketimpangan antar wilayah di dalam masing-
masing koridor ekonomi; yang kurang mendapat perhatian dalam
MP3EIL. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi persoalan

ketimpangan ekonomi antar wilayah, MP3EI bukan jawaban.
4. Strategi Inisiatif

4.1 Pengalaman Negara Lain dan Pengelolaan Dana
Perimbangan

Negara lain seperti halnya Indonesia juga menghadapi masalah
ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Sebagai contoh
Thailand mempunyai permasalahan kawasan Barat yang lebih
tertinggal daripada kawasan timurnya, terutama Bangkok dengan
kota lain. Badan Penanaman Modal Thailand menetapkan kebijakan
insentif untuk sektor-sektor yang bersifat mengembangkan teknologi
baru di wilayah yang kurang berkembang. Insentif mencakup
pembebasan pajak pertambahan nilai, pajak impor barang modal

serta hak penggunaan lahan yang lebih lama.
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Di China, pertumbuhan ekonomi kawasan timur yang merupakan
daerah pantai (coastal) lebih cepat daripada daerah kawasan tengah
dan barat yang merupakan daratan (inland). Rendahnya investasi di
kawasan barat telah diidentifikasi sebagai penyebab utama, terutama
sejak kebijakan Pemerintah Deng membuat special economic zone di
kawasan pantai pada tahun 1980-an (Zheng, 2007). Sejak tahun
1998, Pemerintah Zhu Rongji telah menetapkan kebijakan untuk
mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah yang disebut Xibu
da Kaifa atau “Go West”. Padahal saat itu rasio PDRB kawasan
barat sekitar 43 persen kawasan timur. Strategi yang ditempuh
adalah meningkatkan investasi publik secara besar-besaran di

kawasan barat.

Selama lima tahun berjalan, proyek dari Pemerintah China
terutama untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan senilai US
$ 120 miliar (sepuluh kali total nilai proyek MP3EI di tahun 2012
untuk koridor di kawasan timur Indonesia/KTTI) telah ditanamkan
di kawasan barat; terutama diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas pertanian dan industri pengolahan pertanian. Hasilnya
pada tahun 2007 pertumbuhan baik investasi maupun ekonomi
di kawasan barat (Hainan, Inner Mongolia, Guangxi, Sichuan
and Jilin) lebih cepat dibandingkan Kawasan timur (Xinjiang,
Shanghai, Beijing, Helongjiang and Guizhou). Memang dalam peta
alur pembangunan wilayahnya, China menetapkan kawasan timur
sebagai daerah industri, sedangkan daerah barat sebagai daerah
pertanian. Untuk menjaga keseimbangan perkembangan ekonomi
kedua kawasan tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan dana
transfer dari daerah industri ke daerah pertanian. Hal seperti ini

diharapkan juga bisa diwujudkan di Indonesia.
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Di Indonesia kebijakan untuk mempercepat pembangunan di KTI
sudah dimulai terutama sejak akhir Pemerintahan Suharto. Pad
atahun 1996 dibuat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(KAPET), yang diikuti dengan ditetapkannya Menteri Negara untuk
Percepatan Pembangunan KTT pada tahun 2000. Perlu diingat, isu
yang berkembang dalam ketimpangan wilayah di Indonesia memang
bukan KBI vs KTT karena di KBI juga ada yang kurang berkembang,
demikian sebaliknya. Program KAPET mempunyai sasaran yang
sudah baik, seperti halnya program di China. Ditetapkan di KTI,
PDRB per kapita dan IPM harus mendekati rataan nasional;
kontribusi investasi dan ekspor minimal 20 persen dari total
nasional. Ada 12 KAPET yang dibuat di Kalimantan, Sulawesi, NT
dan Papua. Disertasi Soenandar (2005) menyimpulkan 12 KAPET

yang dibuat tersebut gagal dalam pencapaian sasaran yang ada.

Kebijakan lain yang ditempuh Pemerintah Indonesia untuk
mengatasi maslah ketimpangan antara wilayah adalah dana
perimbangan. Kebijakan dana perimbangan, khususnya dana
alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) di Indonesia
selama ini malah lebih banyak diberikan kepada wilayah yang
sudah maju. Hal ini disebabkan antara lain karena formula yang
digunakan bias ke wilayah yang lebih banyak penduduknya (Pulau
Jawa dan Sumatera). Tabel 5 menunjukkan proporsi alokasi dana
perimbangan menurut pulau/koridor ekonomi pada tahun 2005
dan 2011, yang dibedakan menurut 4 kelompok dana perimbangan
yaitu DAU, DAK, dana bagi hasil sumberdaya alam (D. SDA) dan
dana bagi hasil pajak (D. pajak). Dari total dana perimbangan, pada
tahun 2005 sekitar 63 persen dalam bentuk DAU, DAK sebesar
3 persen dan sisanya dana bagi hasil. Di tahun 2011, persentase
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DAU dan DAK naik masing-masing menjadi sekitar 66 dan 7
persen. Terlihat alokasi DAU ke Jawa dan Sumatera yang sudah
mendominasi alokasi malah meningkat dari tahun 2005 ke 2011,
yaitu dari sekitar 56 menjadi hampir 60 persen. Untuk DAK, yang
seyogianya lebih fleksibel untuk pemerataan pembangunan malah
meningkat alokasinya di Pulau Jawa dari 17,8 pada tahun 2005
menjadi 27,4 persen pada tahun 2011. Dengan alokasi D. SDA
yang sangat tinggi di dua pulau, yaitu Sumatera dan Kalimantan,
mengindikasikan dana transfer yang terjadi justru dari luar ke Pulau
Jawa, bukan sebaliknya. Padahal D. pajak di Jawa relatif sudah
tinggi. Artinya meskipun perekonomian berkembang pesat di Jawa,
namun karena penyebarannya di dalam Pulau Jawa sendiri tidak
merata; maka perdesaan dan kawasan selatan Jawa yang hampir

tidak tersentuh industri, masih perlu disubsidi besar.

Beberapa studi mengevaluasi beberapa titik lemah dari pelaksanaan
kebijakan dana perimbangan di Indonesia. Mishra (2009) melihat
kapasitas pemda menjadi permasalahan utama dalam pemanfaatan
dana perimbangan. Contoh special quasi judicial grants dari India,
dimana dana memang dialokasikan secara khusus untuk daerah
yang lebih terbelakang dapat diambil. Studi Sakamoto (2013)
dengan menggunakan simulasi inter-regional computable general
equilibrium model menunjukkan, meskipun dana perimbangan
dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah, namun dampak
dana perimbangan pada peningkatan ekonomi wilayah, terutama
ada kemandirian fiskal yang penting untuk jangka panjang, tidak
besar. Fenomena fly-paper effect terjadi di Indonesia. Hal ini sejalan
dengan beberapa studi yang dilakukan oleh Sumedi (2013).

Beberapa masukan penting untuk meningkatkan kinerja kebijakan
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ini adalah bagaimana meningkatkan pemanfaatan dana, terutama
DAK baik jumlah maupun ketepatan sasarannya. Dapat dilakukan
realokasi dari dana yang tersedia di Kementerian dan Lembaga ke
DAK, terutama untuk meningkatkan investasi publik di kawasan
kurang berkembang, seperti pengalaman China. Tentunya kapasitas

Pemerintah Daerah menjadi kata kunci keberhasilan program.

Tabel 5 Proporsi Alokasi Dana Perimbangan Menurut Pulau dan
Jenis (%)

Pulau/Koridor .\ DAU DAK D.SDA D.Pajak Total
Ekonomi
2005 24,8 27,6 52,9 22,5 29,3
Sumatera
2011 26,8 25,2 45,4 23,4 29,0
2005 39,3 17,8 2,6 50,1 34,1
Jawa
2011 32,9 27,4 4,5 48,9 30,2
. 2005 9,7 16,5 39,6 12,0 15,5
Kalimantan
2011 9,5 8,9 43,3 12,0 14,8
. 2005 11,8 16,8 0,6 5,8 9,0
Sulawesi
2011 12,8 15,0 0,7 5,9 10,3
Bali-NT-Maluku- 2005 14,4 21,3 4,3 9,7 12,1
Papua 2011 18,0 23,5 6,1 9,8 15,6
2005 100 100 100 100 100
Total
2011 100 100 100 100 100

Sumber: Kementerian Keuangan, 2012

4.2 Strategi Inisiatif di Tingkat Mikro Perdesaan

Pada uraian sebelumnya telah disinggung bahwa pembangunan
wilayah tidak boleh menjadikan hanya PDRB per kapita sebagai
sasaran. Ukuran ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan

naiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh
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turunnya kemiskinan atau pengangguran. Kedua indikator ini
lebih sulit dicapai di kawasan perdesaan yang tidak tersentuh
sektor manufaktur. Masukan terhadap MP3El saat ini yang
berkembang adalah penetapan sektor/komoditas unggulan di
setiap koridor tidak boleh mengabaikan struktur ekonomi yang
sudah berkembang di masyarakat. Sebagai contoh Pulau Jawa yang
menjadi koridor untuk industri dan jasa, masih menopang lebih
dari 60 persen kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Untuk
daerah perdesaan di Jawa bila pembangunan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat lokal, maka pengembangan komoditas
pertanian bernilai ekonomi tinggi adalah salah satu alternatif terbaik.
Ini merupakan contoh mismarch antara kebijakan di aras makro/

meso dengan mikro.

Pembangunan  pertanian  dipercaya dapat  berkontribusi
meningkatkan pendapatan masyarakat (menurunkan kemiskinan).
Strategi untuk mengembangkan komoditas pertanian dalam
mendukung pembangunan wilayah dengan fokus komoditas
dipelopori antara lain oleh Jepang dengan meluncurkan program
one village one product (OVOP) pada tahun 1979 untuk Ortia
Perfecture. Program ini dijalankan dengan dengan berdasarkan
tiga prinsip utama yaitu ‘thinking globally while acting locally’,
independence and creativity dan fostering human resources” (Chimudu,
2007). Sukses program ini diikuti oleh beberapa negara tetangga
dengan meluncurkan program serupa seperti di Thailand dengan
program one tambon one product (OTOP) yang diluncurkan oleh
PM Dr Shinawatra Thaksin pada tahun 2001 (Routray, 2007),
utamanya untuk komoditas hortikultura. Di Malaysia, terinspirasi

oleh program tersebut, diterapkan one district one industry (ODOI),
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dengan fokus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat

perdesaan.

Dilndonesia, program pengembangan komoditas pertanian berbasis
wilayah diadopsi dengan nama OVOP seperti di Jepang. Beberapa
contoh penerapan program ini misalnya untuk pengembangan sayur-
sayuran di Cianjur dan Boyolali, yang setelah dievaluasi disimpulkan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan (Dipta,
2009). IPB sudah berhasil mengembangkan model Agribusiness
Development Center (ADC). Model ini mampu menjembatani sektor
hulu dengan pasar untuk komoditas hortikultura yang bernilai
ekonomi tinggi. Pada tahun-tahun terakhir program ini lebih
banyak di bawah kendali Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan
Mennegkop dan UKM, Suryadharma Ali sendiri mengatakan
OVOP merupakan strategi untuk menghadapi krisi keuangan
global, karena desa mempunyai potensi yang besar namun masih
menjadi pusat kemiskinan dan pengangguran (Ali, 2008). Program
OVOP yang diterapkan di atas merupakan suatu pendekatan yang
baik, karena bila dilakukan akan dapat meningkatkan pencapaian
economies of scale. Masih terdapat celah utama dari program ini,
yaitu masalah pembiayaan untuk menjalankan program yang
masih lebih banyak ditanggung oleh pemerintah. Dengan kondisi
anggaran yang semakin ketat seperti saat ini, upaya self-financing
hendaknya yang lebih diutamakan, sehingga pemerintah dapat lebih
fokus dalam memanfaatkan anggaran, seperti untuk pembangunan
infrastrukeur. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam
pembiayaan pertanian sering dihadapi permasalahan koleteral.
Selain itu dalam program ini masih dijalankan dengan basis lahan
hamparan, yang semakin sulit dilakukan dengan ketersediaan lahan

yang semakin menyempit.
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Komoditas perkebunan dan tanaman pangan sudah lazim
dibudidayakan di Indonesia pada hamparan yang luas. Komoditas
hortikultura seperti buah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi
dan potensi pasar besar karena masih tingginya volume impor.
Pengembangan buah untuk mendukung pembangunan wilayah
dapat dilakukan, meskipun dilakukan secara terpencar di lahan-
lahan sempit atau areal sekitar pemukiman. Walaupun terpencar
dan masing-masing hanya berupa lahan sempit, tetapi bila
dikompilasi jumlah lahan yang potensial untuk pengembangan
tanaman buah menjadi sangat luas. Dengan kondisi lahan seperti ini
muncul permasalahan lain yaitu terhambatnya realisasi pembiayaan
melalui kredit program pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut
dapat ditempuh alternatif pengajuan kredit yang diajukan secara
kelompok. Alternatif ini baru berjalan baik untuk komoditas
tanaman pangan seperti padi dimana lahan milik kelompok terdapat
dalam satu hamparan. Dalam model ini terdapat penjamin kredit

atau analisis yang dapat dilakukan oleh pemasok buah/distributor.

Dengan ide di atas, permasalahan terbatasnya dana yang dimiliki
petani untuk melakukan budidaya buah secara baik dapat diatasi.
Karena avalis akan berkepentingan untuk mendapatkan produk
dengan kualitas yang baik, yang tentunya dihasilkan dengan
penerapan budidaya yang baik pula. Tanpa adanya pinjaman dana,
maka para petani hanya dapat mengusahakan buah-buahan tanpa
disertai teknik produksi dan penanganan pasca panen yang tepat.
Teknik penanaman yang terkesan apa adanya ini hanya mampu
menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang rendah

serta sebagian besar tidak sesuai dengan preferensi konsumen.
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Oleh sebab itu, ketersediaan kredit pertanian berbasis tanaman
adalah sangat diperlukan terutama untuk membantu petani kecil
agar lebih akses terhadap sumber dana yang akan digunakan untuk
pengeluaran biaya-biaya produksinya. Hasil akhir yang diharapkan
dari model ini antara lain adalah memperkuat peran serta petani
dalam menjalankan perekonomian daerah melalui sektor pertanian.
Selain itu, peningkatan peran serta kelembagaan di tingkat petani
diharapkan dapat menjadi suatu rangkaian manajemen rantai pasok
yang kuat dan berperan penting dalam penyediaan komoditas
hortikultura nasional dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Dengan demikian akan diperoleh peningkatan suplai, sehingga secara
ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya
para petani tanaman buah. Melalui peningkatan pendapatan ini
diharapkan tingkat kesejahteraan petani pun semakin meningkat

sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan program beberapa faktor kunci harus
dipertimbangkan, seperti ketersediaan bibit unggul untuk
varietas yang seragam dan kemampuan rumahtangga/petani
untuk menerapkan budidaya sesuai prosedur baku (SOP). Semua
sepertinya sepakat, bahwa kita menghadapi masalah di sisi suplai
(produktivitas), bukan di sisi demand. Jumlah penduduk yang besar,
yang sering disebut sebagai bonus demografi, harus menjadi peluang
untuk meningkatkan kemandirian ekonomi yang mensejahterakan

masyarakat lokal.
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5. Penutup

Meskipun setiap negara dan wilayah di dalam negara menghadapi
persoalan ketimpangan pembangunan antar wilayah, namun
permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang
dihadapi Indonesia semakin serius. Saat ini Indonesia menempati
posisi terburuk dibandingkan dengan negara maju dan sesama
negara sedang berkembang. Kebijakan yang dilakukan pemerintah

masih belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan ini.

Dalam mengukur perkembangan ekonomi wilayah, peningkatan
PDRB per kapita bukan satu-satunya sasaran yang harus dicapai.
Terdapat banyak indikator kemajuan ekonomi wilayah yang harus
dipertimbangkan, seperti produktivitas sektoral, kemiskinan,
pengangguran dan IPM. PDRB per kapita ternyata tidak berkorelasi
kuat dengan ukuran-ukuran tersebut. Ukuran ketimpangan (baik
wilayah maupun rumahtangga) harus menjadi indikator dan asumsi

dalam menetapkan sasaran pembangunan.

Adadua terobosan terkait pembangunan wilayah yang dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dalam dekade terakhir. Pertama, mekanisme
dana perimbangan. Karena alokasi dana mempertimbangkan
distribusi jumlah penduduk (miskin), maka Pulau Jawa yang sudah
lebih maju mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Transfer ke
daerah yang kurang berkembang, terutama dari Dana Alokasi Khusus
perlu ditingkatkan secara signifikan. Kedua, MP3EI hendaknya
memperhatikan tidak saja struktur ekonomi masing-masing
koridor, tetapi juga ketimpangan wilayah di dalam setiap koridor.
Sama pula, MP3EI masih belum merupakan jawaban sepenuhnya

terhadap persoalan ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Untuk
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itu masih perlu dipikirkan insentif dan keberpihakan lebih nyata
untuk daerah kurang berkembang, terutama Nusa Tenggara,

Sulawesi, Maluku dan Papua.

Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan sinkronisasi
antara perencanaan di tingkat makro, meso dan mikro.
Pembangunan pertanian merupakan salah satu jawaban untuk
meningkatkan kapasitas lokal. Keberpihakan, terutama alokasi dari
dana perimbangan untuk wilayah yang kurang berkembang perlu

diarahkan prioritasnya untuk sektor pertanian.
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